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Suara.com - Menteri P erdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis bahwa kebijakan
ekspor minyak sawit mentah (CPO) melalui bursa berjangka dapat dilaksanakan pada
bulan Juni 2023 sesuai dengantargst yang telah ditetapkan

Menurut dia, melalui ekspor CPO melalui bursa berjangka, pengusaha akan
mendapatkan kemudahan, peningkatan efisiensi, dan transparansi, yang pada akhimya
akan meningkatian perdagangan Indonesia

Ekspor CPO melalui bursa berjangka yang direncanakan diluncurkan pada bulan Juni
2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan harga CPO,” ujar Zulkifli dalam p ertemuan
Konsultasi Publik Ran cangan "Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di
Indonesia* di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada hari Senin (5/6/2023).

Saatini, ekspor CPO masih mengalami surplus meskipun tigak signifikan karena situasi
perskonomian global yang sedang melsmah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi seperti
peralinan perdagangan dari pasar tradisional ke pasar nontradisional seperti Timur
Tengah, Asia Selatan, dan Afrika

Baca Juga
Selap-selip Strategi PAN Tawarkan Cawapres Ke Prabowo Dan Ganjar: ET
Ditolak, Zulhas Kemudian

Wenurut Zulkifl, hal i perlu dilakukan karena banyaknya aturan yang menghambat
ekspor, seperti kebijakan serifikasi di Eropa dan Amerika

‘Selain melakukan peralinan pasar dari yang tradisional ke yang nontradisional, kitajuga
perlu memperkuat kebijakan ekspor Indonesia. Salah satunya adalah melalui kebijakan
ekspor CPO, karena CPO merupakan salah satu penyumbang surplus dalam neraca
perdagangan,” kata Zulkifi

Sebagal negara penghasil CPO terbesar di dunia, menurut Zulkifl, sudah seharusnya
Indonesia memilii harga acuan sendiri. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa
Indonesia belum berperan dalam menetapkan harga acuan yang diakui secara global

Hingga s aatini, harga acuan untuk CPO masih mengacu pada Pasar Fisik Rotterdam
an PasarBerjangka di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai dasar penetapan harga CPO di
dunia

Dalam konteks kebijakan tersebut, berbagai masukan diperlukan agar ekspor CPO
melalui bursa berjangka tidak merugikan pelaku usaha CPO. Proses bisnis saat ini tidak
banyak berubah, kecuali adanya keharusan untuk melakukan ekspor CPO melalui bursa
berjangka
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Kebijakan kewajiban psmenuhan DHO (Domestic Market Obligation) masin tetap
berlaku, sehingga eks porti tetap harus memiliki Harga Eceran (HE) terlebin dahulu
Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung kebijakan ekspor CPO melalui bursa
berjangkaini* ujamya

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti), Didid
Noordiatmoko, menjelaskan bahwa ekspor melalui bursa berjangka kemoditas ini hanya
akan mengatur CPO dengan HS 15111000 dan tidak mencakup produk turunannya. Pihak
yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE:

Hak Ekspor diperoleh melalui pemenuhan kebijakan DHO dan/atau diperoleh dari pinak
yang memindahkan HE atas pemenunan DMO. Bursa CPO akan membentuk harga
pasar yang adil dan memberikan keuntungan bagi semua pihak, termasuk petani
pedagang, pengusaha, dan negara dari segi penerimaan pajak.

Kami ingin memastikan bahwa ekspor CPO mel alui bursa berjangka dapat terwujud
Secara umum, Bappebii telah mengoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa
berjangka dengan Direorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan
Perdagangan. Selain itu, Kementerian Perdaganaan telah menggelar konsultasi publik
berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/embaga serta berbagai
asosiasi dan pelaku usaha terkat,” kata Didid.

Dalam prosesnya, akan ada tiga tahap kebijakan, yaitu Peraturan Menteri P erdagangan
tentang Ekspor GPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia; peraturan Bappedti yang
akan men gatur ketentuan teknis, termasuk kelembagaan, mekanisme perdagangan,
mekanisme pengawasan, dan penyelesaian perselisinan; serta Peraturan Tata Tertio
(PTT) untuk ekspor CPO melalui Bursa Berjangka

Masukan dari pelaku usaha sektor kelapa sawit diperlukan agar kebijakan tersebut
dapat diimplementasikan, terutama selama masa transisi. Ke menterian Perdagangan
akan memastikan bahwa ekspor CPO melalui bursa berjangka dapat berjalan secara
efekif," kata Didid

Wasatransisi untuk Peraturan Menteri Perdagangan terkait Eks por CPO ters ebut
direncanakan selama 60 hari untuk memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk
beradaptasi dengan kebijakan baru ini dan untuk proses sosialisasi kebijakan serta
integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window
(INSW), dan bursa CPO.

Wasatransisi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi masalah dalam perdagangan
ekspor CPO di Indonesia serta memperlancar implementasi ke bijakan terssbut
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